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BUPATI BONE BOLANGO 
PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR ,G TAHUN 2016 

l 
TENTANG 

TATA CARA PEMBAGJAN DAN PENETAPAN DANA 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 
BUPATI BONE BOLANGO, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Pengalokasian bagian dari hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada 

Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa guna terlaksananya ketentuan sebagaimana 

Republik Negara (Lembaran Negara Keuangan 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan 

Alokasi Dana Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah kepada Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango Tahun Anggaran 2016; 

I. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Mengingat 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Keuangan Negara (Lembaran 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

Tanggung Jawab 

Negara Republik 

66, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norn or 4430); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik 

Tambahan 

Indonesia 

Lembaran 

Tahun 

Negara 

2009 Nomor 130, 

Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495j; 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi� 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 I 5 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2015 ten tang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 

Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 
2016; 

Memperhatikan : I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016� 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGLAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK 

DAERAH DAN RETRlBUSI DAERAH KEPADA DESA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah. 

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber 

penghasilan bagi Desa yang bersangkutan. 

5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah yang dialokasikan kepada desa secara merata dan 

proposional untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa dalam 
rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi 

wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan.\' 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjumya 

disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya d.isebut 

Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan 

urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Daerah. 

JO. Pejabat Pengelola Keuanga Daerah yang selanjutnya disebut 

PPKD adalah Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran DPA 

PPKAD. 

BAB II 

ALOKASI DANA BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 2 

(J) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 
desa terdiri dari: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah; dan 

b. Dana Bagi H asil Retribusi Daerah. 

(2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah kepada Desa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Bone Bo!ango. 

(3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 

10''/o yang diberikan kepada Desa, dimaksudkan untuk 

meningkatkan peran pemerintah desa dalam membantu 
Pemerintah Daerah merea1isasikan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

(4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (] ), ayat (2), dan ayat (3) 

merupakan pendapatan Pemerintah Desa dan dimasukkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Pasal 3 

(1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan 

dengan ketentuan:r 
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a. 60"/o (Enam Puluh Perseratus) dibagi secara merata kepada 

seluruh desa; dan 
b. 40°/o (Empat Puluh Perseratus) dibagi secara proporsional 

berdasarkan rencana penerimaan hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dari masing-rnasing desa. 

(2) Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah secara merata kepada 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni total 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan seluruh desa x 60°/o dibagi 160 desa. 

(3) Pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah secara merata 

kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a yakni 

total penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi 

Pclayanan Kesehatan seluruh desa x 60"/o dibagi 160 dcsa. 

(4) Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah secara proposional 

kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b yakni 

total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan seluruh desa x 400/o x persentase jumlah penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan seluruh 
Desa. 

(5) Pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proposional 

kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni 

total penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi 

Pelayanan Kesehatan seluruh desa x 40"/o x total persentase 

jumlah penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi 
Pelayanan Kesehatan setiap desa terhadap jumlah penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

seluruh desa. 

BAB Ill 

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RINCIANNYA 

Pasal 4 

(!) Penetapan sementara Dana Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan 

realisasi tahun anggaran 2015. 

,L Penetapan sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang akan dibagikan untuk Dana Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20t6l' 
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kepada 160 Desa adalah sebesar Rp. 700.000.000,00, yang 

terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar 

Rp. 520.000.000,00 dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 

sebesar Rp. 180.000.000,00, sebagaimana tercantum pada 

lampiran Peraturan Bupati ini. 

BABIV 

PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

2016 

PARM HIERARHKIS 

WAKIL BUPATJ ,, " 
SEK.DA ' I 
ASISTEN I ' I 
A.�HSTEN II ' 
ASISTEN Ill ,,. 
INSPEKTUR ' � 

... 
KEPALA DPPKAD ' 
KABID PENDAPATAN: 'l 

Diundangkan di Suwawa 
pada tanggal i,l",_.x;.b.ir 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

i�.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERlTA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 06 
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